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T ABSTRAK

==
Ardi Himawan Atmaja, Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pada
2025: Penetapan  Nomor  1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

@ Dalam Perspektif Hukum Islam

=]

7—? Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum yang muncul

dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr. Dalam
perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak
de%gan menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan para
pe@ohon adalah anak dari kedua belah pihak. Permasalahan ini menjadi penting
karena hubungan perkawinan yang melatarbelakangi kelahiran anak tersebut
difakukan saat masing-masing pihak masih terikat dalam pernikahan sah dengan
paggngan lain, sementara dalam hukum Islam status anak sangat bergantung pada
k%bsahan pernikahan orang tuanya.

=  Penelitian ini membahas dua hal utama: (1) dasar pertimbangan hakim
mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak pada perkara Nomor
1/Pdt.P/2024/PA.Pbr, dan (2) analisis terhadap penetapan tersebut dalam
perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada
perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr serta menganalisis kesesuaian penetapan
tersebut dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (l/ibrary research)
dengan pendekatan normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan
megfode deduktif.

&  Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan hakim
daffam perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr didasarkan pada perlindungan hak
andk dan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun tanpa penegasan mengenai
st%us hukum anak sebagai anak sah secara nasab atau hanya memiliki hubungan
perdata. Dalam perspektif hukum Islam penetapan tersebut bertentangan karena
nasab kepada ayah biologis hanya dapat ditetapkan jika pernikahan sah menurut
syariat. Oleh karena itu amar penetapan dalam perkara ini dinilai tidak selaras
defigan prinsip nasab dalam hukum Islam, dan seharusnya dibatasi sebagai
peiigakuan hubungan biologis administratif, bukan nasab.

=
e

Kata kunci: Penetapan, Asal Usul Anak, Hukum Islam, Nasab
Lo =
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g KATA PENGANTAR
==

Adsalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan rasa syukur

lw e)d

yang mendalam penulis memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

X

éi—as limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, keberkahan,

=

serta iman Islam. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita hantarkan kepada
c

ﬁabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita
©

sétmua memperoleh syafaat beliau di hari Akhir. Aamiin.
©

Dengan rasa syukur yang tulus penulis mengucapkan alhamdulillah atas
selesainya penelitian yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL
ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM?”. Penulisan penelitian ini merupakan bagian

dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Penulis sepenuhnya memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan

e[s] 218S
[

gu

selesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis

1@(13

nyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak

I

DA

ng telah memberikan bantuan dengan tulus, baik dalam bentuk ide, motivasi,

&i1s

a, serta dukungan moral dan materi, yang berperan penting dalam

yelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk apresiasi penulis menyampaikan

N1 jo

fenghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang mendalam

i
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= PENDAHULUAN
o

A._ Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam

N

— kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan sebagai
=

g’sarana yang sah untuk memperoleh keturunan, menjaga kejelasan nasab,

w
% menghindari dampak negatif dari hubungan di luar nikah, serta membentuk

?keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah®. Sebagaimana firman Allah
c

SWT dalam Q.S. ar-Rum [30]:21:
5%%%&&&%&%ﬁmQﬁéﬂ&ﬁ$U§@g
Y G5RE oA e Elld b

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri
agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu
rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”?

Dari ayat ini dipahami bahwa pernikahan dijadikan sebagai sarana

utama untuk menjaga dan melestarikan keturunan. Agama Islam memberikan

TUrefsy aje}s

.arti penting terhadap suatu pernikahan demi terjalinnya nilai moral

un o

kemanusiaan dan ketertiban serta kejelasan garis keturunan (nasab) setiap
manusia’. Kedudukan nasab anak dinilai sangat penting sehingga penetapan

nasab atau asal usul dapat menetapkan hubungan mahram (nasab) antara anak

ng|jo Ajrsiaa

! Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, “Urgensi Nasab dalam Islam dan
Silsilah Nasab Habaib di Indonesia,” Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, 7.2 (2021), h. 132-133.
? Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan
2048 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h.
58%
ﬁ * M Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Semarang: CV
Rafi;Sarana Perkasa, 2021), h. 32.
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dan ayah.*

Maka dalam rangka untuk melindungi nasab atau keturunan, agama
Islam menetapkan nikah sebagai cara yang sah untuk menjaga dan
:mempertahankan kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian
nasab sangat penting karena memiliki kaitan yang erat dengan berbagai aspek
hukum keluarga, seperti perkawinan, warisan, serta hak-hak perdata,

termasuk hak nasab, perwalian, nafkah, dan warisan. Bahkan konsep mahram

Y e)xsns Niniiw ejdio yeq @

dalam Islam juga dipengaruhi oleh hubungan pernikahan. Sejalan dengan

el

< perintah menikah, Islam juga melarang zina karena dapat mengaburkan
kejelasan nasab.”

Kejelasan nasab berperan dalam menentukan siapa yang bertanggung
jawab atas nafkah dan kebutuhan hidup seorang anak. Begitu pula dalam
pembagian warisan, nasab diperlukan untuk menentukan siapa saja yang
berhak menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan. Selain itu nasab
juga berperan dalam menentukan status pernikahan seseorang sesuai dengan

hukum Islam. Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan

IS 23e3S

nasab guna menjamin hak-hak anak dan menjaga ketertiban dalam hukum

e

keluarga.®
Kelahiran seorang anak akan berdampak kepada status dan kedudukan
anak tersebut dalam pandangan hukum ditentukan oleh akibat dari

perkawinan orang tuanya. Sebuah perkawinan yang sah akan menghasilkan

=
Aguejng jo Ajrs1aAarun d

* Muhammad Fahmi Al Amruzi, “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri,” Al-Adl: Jurnal
m, Vol. 14 No. 1 (2022), h. 7.
S Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 7.
® Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau

Megaprut Hukum Islam),” Hukum Islam, XIV.1 (2014), 67.
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@)

L seorang anak yang diakui secara hukum sebagai anak sah. Sebaliknya apabila

10 ).

seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah, anak tersebut akan
memiliki status dan kedudukan sebagai anak luar’.
Permasalahan kedudukan anak di Indonesia telah diatur dalam UU

No. 1 tahun 1974 Pasal 42 bahwa seorang anak itu dapat dikatakan sah

NIndiiw eyd

mapabila anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

c
isahg. Hal ini sejalan dengan pasal 99 kompilasi hukum Islam juga

©
-umenyebutkan bahwa “Anak sah ialah (a) anak yang terlahir dalam ataupun

W
< akibat perkawinan yang sah; (b) merupakan hasil pembuahan suami isteri

yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut™.

Perkawinan  dinyatakan sah apabila  perkawinan tersebut
dilangsungkan menurut ketentuan agama yang dipercaya, kemudian
dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku™.
Perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui secara hukum. Anak yang
dilahirkan dari perkawinan semacam itu tidak diakui sebagai anak sah dan
tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya termasuk hubungan
.nasab, karena perkawinan tersebut tidak tercatat di lembaga pencatat

perkawinan.'' Pada pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

ditegaskan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

alat bukti lainnya di hadapan pengadilan. Pasal tersebut berbunyi:

S|30 43

e ’ Ferdy Thierry Titah, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan

Maéhkkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan,” Lex Administratum,
V0§2 No. 1 (2014), h. 39-40.

8 pasal 42, Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.
% Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam.

9 pasal 2 Ayat (1) & (2), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

! Muhammad Fahmi Al Amruzi, op. cit., h. 11.
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“(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte
kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti
berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar
ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.”*?

Isi Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama persis
dengan Pasal 103 KHI.

Berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh melalui Sistem

nelry eysng Nin Y!jlw ejdio ey @

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru,
sepanjang tahun 2024 tercatat terdapat 14 perkara permohonan asal usul anak
yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.® Jumlah ini menunjukkan
bahwa meskipun secara kuantitatif relatif kecil, perkara-perkara tersebut
mencerminkan kompleksitas hubungan hukum dan sosial terkait keabsahan
perkawinan, kejelasan nasab, dan status perdata anak di masyarakat.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara Nomor

ISI 2338

1/Pdt.P/2024/Pbr. Dalam perkara ini Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan

-permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama dengan tujuan

Jrure

_memperoleh kepastian hukum terhadap status anak tersebut. Namun terdapat

fakta bahwa anak tersebut terlahir dari akad pernikahan yang dilakukan tidak

Ajrs1aarun

o terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sah dalam syari’at Islam, karena saat
L 2]

gjmelangsungkan perkawinan pemohon | dan pemohon Il masing-masing dari

12 pasal 55, Republik Indonesia.
13 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, Asal Usul

Anak, diakses pada 25 Mei 2025, dari https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/
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©
gpara pemohon masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan

-
o pasangan masing-masing dan tidak tercatatkan, yang mana hal ini

o
o bertentangan dengan maksud dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

= . . :
—-perkawinan yang menyebutkan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila

=
 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

m(Z) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

c

£ yang berlaku™**

Dengan demikian perlu dikaji apa saja dasar pertimbangan yang

neiy e

dijadikan acuan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta
apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum
Islam atau bertentangan.
Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terkait penetapan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
dalam perkara penetapan asal usul anak yang tercatat dalam registrasi perkara
E-)Nomor 1/Pdt.P/2024/Pbr., dengan judul penelitian “Analisis Penetapan Asal
; Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr Dalam Perspektif
%Hukum Islam”.

B.% Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar
pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan.

Selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu,

penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu analisis terhadap Penetapan

4 pasal 2, Republik Indonesia.
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@)

gNomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr tentang perkara asal usul anak dalam perspektif

e
o hukum Islam.

d

Cgq Rumusan Masalah

nNely ejysns NN AH1w

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan asal
usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr ?

2. Bagaimana analisis penetapan asal usul anak pada perkara Nomor

1/Pdt.P/2024/PA.Pbr dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

a.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan
penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr
Untuk meninjau kesesuaian penetapan asal usul anak pada perkara

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr dengan hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan
keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terkhusus dalam masalah
penetapan asal usul anak

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik

serupa di masa mendatang.



Al

UIN SUSKA RIAU

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

C.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

?;_ig

bt e
e | —
S

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

dioyeH @

A.

nery exsng Nin d!jIue)

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Konsekuensinya
Terhadap Status Anak

1. Pengertian perkawinan dan dasar hukumnya

Perkawinan merupakan ikatan antara dua individu heteroseksual,
yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan sesama jenis tidak termasuk
dalam pengertian perkawinan'®. Perkawinan disebut juga dengan
pernikahan®®. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berakar dari - z
W& — &5 berarti kawin atau nikah*’. Menurut Kamus Besar bahasa
Indonesia (KBBI), istilah nikah didefinisikan sebagai suatu perjanjian
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dalam
ikatan pernikahan yang sah 8 Perkawinan dalam figh Islam diistilahkan
sebagai nikah atau zawaj. Secara syari’at memiliki pengertian hakiki dan
majazi. Secara hakiki adalah senggama (wath’1), sedangkan secara majazi
adalah akad.™

Para ulama mazhab memiliki beragam pengertian mengenai nikah.
Menurut mazhab Hanafi nikah adalah sebuah akad yang menyebabkan

kepemilikan wewenang secara langsung untuk bersenang-senang, menurut

JO AJISIDATU() dIWIR[S] d)€}S

> Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Depok:

Radfl)wah Buana Pusaka, 2021), h. 5.

16 Nabiela, Dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group,

20:9) h. 2.

Y Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap

(Yg)}gyakarta Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

>0

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Na&ional, 2008), h. 1003.

[

nery wisey j

9 Hikmatullah, op. cit., h. 18.
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mazhab Syafi’i akad nikah adalah mencakup pembolehan hubungan
seksual dan seterusnya, akad nikah bersifat membolehkan nikah bukan
akad kepemilikan, menurut mazhab Maliki akad nikah adalah akad
pemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri, sedangkan
menurut mazhab Hambali akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan
atau perkawinan atas manfaat bersenang-senangzo.

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan yakni ikatan suci antara seorang
laki-laki dan perempuan yang terjalin berdasarkan persetujuan dan
kerelaan kedua belah pihak yakni calon suami dan calon isteri melalui
ucapan ijab dan gabul sebagai wujud keridhaan mereka serta kesaksian
banyak orang yang menyatakan mereka telah sah untuk menjalani
hubungan sebagai suami isteri”’. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pada
kitabnya Figih Islam Wa Adillatuhu, nikah merupakan sebuah akad yang
memberi izin untuk menikmati hubungan dengan perempuan, yang
mencakup hubungan intim, sentuhan, ciuman, pelukan, dan lainnya. Nikah
juga dapat diartikan sebagai sebuah akad yang telah di tetapkan syari’at
bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan kepada laki-laki untuk
menikmati hubungan dengan perempuan secara sah 22, Dengan demikian
pernikahan itu ialah sebuah akad yang bersifat mengikat antara laki-laki
dan perempuan atas dasar keridhaan antara keduanya dengan melibatkan

wali dan saksi sebagai syarat dan ketentuannya.

e)[ng Jo AJISIDATU[) dDIWIR[S] d}e}S

=
Te{:h Fai
(Jdarta:

A

gt

nery wisey

20 Abdurrahman Al Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5/ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi,
sal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 5-8.

2! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 3/ Sayyid Sabiq, terj. Abdurrahim dan Masrukhin
Cakrawala Publishing, 2015), h. 197.

22 Wahbah Az-zuhalli, Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 9, op. cit., h. 39.
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Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekadar kontrak perdata
biasa, tapi memiliki nilai ibadah. Al-Qur’an menggambarkan ikatan antara
suami dan isteri adalah ikatan yang sakral, suci dan kokoh. Allah SWT
menyebutkan ikatan perjanjian antara suami isteri sebagai Usle
(perjanjian yang kokoh)23. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. an-Nisa’
[4]: 21.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal

kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri) dan

mereka pun (isteri-isterimu) telah membuat perjanjian yang kuat

(ikatan pernikahan) denganmu?”?*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mitssagan ghalidzan
merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat dan penuh komitmen, yang
mengikat antara suami dan isteri dalam hubungan pernikahan. Perjanjian
ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dipertahankan dengan
cara yang baik (ma ruf), atau jika harus diakhiri, maka dilakukan dengan
cara yang layak dan terpuji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.25

Dasar pensyari’atan nikah adalah al-Qur’an dan hadis. Banyak ayat

dalam al-Qur’an yang menunjukkan disyari’atkannya pernikahan. Allah

SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 3:

Saat5h ) shasd VT dha T a5 Gulfy L LN (0 KTl 1 AKIE
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2 Rusdaya Basri, Figh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah (Sulawesi

an: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 7.

** Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 109.
» Wahbah Az-zuhalli, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Agidah.Syariah.Manhaj (Al-

Bdgarah - Ali "Imran - An-Nisaa’) Juz 3 & 4 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 639.
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Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap  (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk
tidak berbuat zalim.”®

Ayat ini mengandung isyarat bahwa poligami diperbolehkan dalam
Islam dengan batas maksimal empat isteri. Seorang laki-laki tidak

diperkenankan memiliki lebih dari empat isteri dalam waktu yang

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

bersamaan. Penetapan jumlah ini disampaikan dalam rangka memberikan
kelonggaran kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran hukum tersebut,
dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan dalam
menjalankan tanggung jawab perkawinan.*’
Dan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur [24]: 32:
B0 ikl o158 1550 ) RIA5 Bolie (e Gialial; &L N 1S
YY e fl s 5 aliad (ha
Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di
antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.”?®
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menyeru para
wali, para majikan, maupun umat Islam secara umum agar menikahkan

laki-laki dan perempuan merdeka yang belum menikah (single), serta para

hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir
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%6 K ementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 104.

" Az-zuhalli, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Bagarah - Ali
an - An-Nisaa’) Juz 3 & 4, op. cit., h. 577.

?® Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 503.

Ag uj[ng Jo AJISIdATU() DTUIR]S] d)¥}S

Pl

b=

nery wisey ji



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

12

dan batin untuk menjalani kehidupan pernikahan.
Banyak hadis Nabi SAW vyang dapat dijadikan sebagai dasar
pensyari’atan menikah, salah satunya pada hadis yang diriwayatkan oleh

Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

e dl a4 A Jeh GO 06 4 H) )y asalia Gl dlaie G
)...cuﬂu.a.c\ 4_\\3 ‘Cj)aﬂs a;u\ th\wuhﬂﬂ\w\j" ("L“J

2% g

(4o ')"“ *‘Mu‘egumcuggw,‘cﬂw\,

Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud, berkata kepada kami
Rasulullah SAW.: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara
kalian mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya
menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga
kemaluan. barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia
berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah pencegah (hawa nafsu)
baginya”30 (Muttafaq ‘alaih)

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Hadis ini menjelaskan bahwa menjauhkan diri dari perbuatan
buruk, khususnya yang timbul dari dorongan nafsu seksual dan lemahnya
iman, merupakan kewajiban. Dorongan ini lebih kuat dirasakan oleh
orang-orang muda. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan
bimbingan: bagi yang mampu secara finansial hendaknya menikah,
sementara yang belum mampu disarankan untuk berpuasa. Puasa selain
bernilai ibadah juga dapat menekan dorongan nafsu dengan cara
mengurangi asupan makan dan minum, sehingga mampu menjaga diri dari

perbuatan maksiat.*

}[M'S JO AJISIdATU) DTWR[S] 3}€)S

» Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9 Agidah.Syariah.Manhaj (Al-
Artgzyaa - an-Nuur) Juz 17 & 18 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 514.
% Ibnu Hajar Al-’Asqolani, Terjemah Bulughul Marom, terj. oleh Agung wahyu (Bogor:
Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 101.
2 3 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 5, terj. oleh
Thalirin Suparta Dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 258.
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Dari seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan merupakan sebuah akad yang mengikat antara seorang laki-
laki dan perempuan (serta keluarga kedua belah pihak) sebagai suami dan
isteri, dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan
menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh
karena itu orang yang melaksanakannya juga memiliki nilai sebagai

ibadah.

. Rukun dan syarat perkawinan

Setiap perbuatan hukum meliputi dua unsur, yakni rukun dan
syarat. Menurut Mahmud Yunus dikutip oleh Moh. Ali Wafa, rukun
perkawinan merupakan suatu hakikat dari sebuah perkawinan. Sedangkan
syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah
perkawinan, namun tidak termasuk dalam bagian hakikat perkawinan32.

Dalam pandangan mazhab Hanafi satu-satunya rukun dalam
pernikahan adalah ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat
bahwa rukun nikah meliputi lima unsur, yaitu: (1) mempelai laki-laki, (2)
mempelai perempuan, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, serta (5) ijab
dan kabul, adapun menurut mazhab Maliki mahar juga termasuk dalam
rukun pernikahan yang harus dipenuhi.33 Di dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) menyebutkan bahwa terlaksananya sebuah perkawinan

meliputi rukun sebagai berikut; (a). calon suami, (b). calon isteri, (c). wali

S ule}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] 3)e}§
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%2 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam

Hukum Materil (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), h. 45.

% Iffah Muzammil, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (Tangerang: Tira

Sniait, 2019), h. 9.
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nikah, (d). dua orang saksi, (¢). ijab dan kabul®*. Terlihat dalam Pasal 14
KHI ini selaras dengan konsep rukun nikah menurut jumhur ulama.

Selanjutnya syarat perkawinan juga menjadi penentu sah atau
tidaknya suatu pernikahan. Jika syarat terpenuhi maka perkawinan sah
secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban suami isteri. Dua
syarat utama adalah: adanya saksi saat akad nikah, dan calon isteri halal
dinikahi serta tidak termasuk dalam larangan pernikahan (mahram) bagi
calon suami.*

Secara garis besar larangan perkawinan dalam syara’ terbagi
menjadi dua, yakni keharaman yang bersifat abadi (tahrim mu’abbad) dan
keharaman yang bersifat sementara (tahrim mu’aqqad). Keharaman yang
bersifat abadi ulama sepakat mengatakan ada tiga sebab, yaitu sebab
keturunan (nasab), sebab ikatan perkawinan (mushaharah) dan sebab
persusuan (radha’ah). Keharaman yang bersifat sementara yaitu karena
bilangan, mengumpulkan, murtad, keadaan ithram, sakit, masa ‘iddah, talak
ba’in kubro, dan halangan karena status pernikahan lainnya.36 Adapun
kriteria wanita yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

a. Tahrim mu’abbad (keharaman yang bersifat abadi)
Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa

perempuan yang haram dinikahi selamanya berdasarkan nash dalam Al-

Qur’an ada empat belas golongan. tujuh disebabkan karena nasab, dua

Ag ule3ng Jo AJISIdATU() dTUIR]S] d)¥}S
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3 Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.
% Hikmatullah, op. cit., h. 31.
% Hidayatullah, Figih, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad

anjari, 2019), h. 101.
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disebabkan karena susuan, empat disebabkan karena ikatan pernikahan

serta satu disebabkan karena menghimpun isteri dengan yang lainnyal.37
1) Sebab keturunan (nasab)

Para fuqaha sepakat bahwa terdapat sejumlah perempuan

yang haram untuk dinikahi dari segi nasab ada tujuh, sebagaimana

yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 23:

24 - ) L8 5

i ) G il ke 5 o5 i i e Gt

°

YY cal)
Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu,
anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu,
saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara
perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-

lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu
»38

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram
dinikahi sebab nasab yakni ibu, anak perempuan, saudari (baik
sekandung atau seayah ataupun seibu), bibi dari pihak ayah (baik
sekandung atau seayah ataupun seibu), bibi dari pihak ibu (baik
sekandung atau seayah ataupun seibu), anak perempuan saudara
(baik sekandung atau seayah ataupun seibu), dan anak perempuan
saudari (baik sekandung atau seayah ataupun seibu).39

2) Sebab persusuan (radha’ah)
Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab

persusuan yakni lanjutan dari ayat Q.S. An-Nisa’ [4]: 23 yang telah

S ul}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] d}e}§

% Ibnu Qudamah, 4 Mughni jilid 9, terj. M. Syarafuddin Khathab, dkk (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2012), h. 492.

*® Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 109.

% Ibnu Qudamah, op. cit., h. 492-493.
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disebutkan di atas:

Sila

YY L AeL Tl Gh GG AT aiala i Gl G L

.... Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu yang

13

Artinya:

. 40
menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan....”

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi
sebab nasab yakni ibu susuan dan saudari sepersusuan!
3) Sebab ikatan pernikahan (mushaharah)
Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab
ikatan pernikahan yakni lanjutan dari ayat Q.S. An-Nisa’ [4]: 23

yang telah disebutkan di atas:

da 59 Los e L, s booa, s sy ah
Gep LSS Gl 25 02 )3 o Gl 200055 Al el
HEO RIS E b Fp N HIE EE SR

VYGRS 155 S8 A 1Rkl B L) oEAN A5 1543 G5
Artinya: “.... Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu isteri-
isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak
tirl) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu
itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
kandungmu (menantu), dan (diharamkan  pula)
mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”42

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi
sebab ikatan pernikahan, yakni ibu isteri (mertua), anak tiri,

menantu, ibu tiri, menikahi 2 orang dengan cara mengumpulkan

neny wisey jrredAgluejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

* Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 110.
*! Ibnu Qudamah, op. cit., h. 494.
42 K ementerian Agama Republik Indonesia, loc. cit.
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bersamaan dalam satu ikatan pernikaham.43

b. Tahrim mu’aqqad (keharaman yang bersifat temporal/sementara)

Tahrim mu’aggad merujuk pada kondisi larangan menikahi
seorang wanita yang bersifat sementara, yakni disebabkan oleh suatu
faktor tertentu. Jika faktor penyebab tersebut telah hilang atau tidak lagi
berlaku, maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi
diperbolehkan.* Kategori wanita ini adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu ikatan pernikahan
Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 23

vy L falL BaY) u.u;‘i\ Cro ) gmadd Gy L
. dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam

13

Artinya:
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
(kejadian pada masa) yang telah lampau ....”*

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak
diperbolehkan menghimpun seorang perempuan dengan saudarinya
dalam satu ikatan pernikahan, akan tetapi jika mereka terpisah
karena cerai atau isterinya meninggal, maka ia boleh menikahi
saudarinya.46

2) Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu ikatan

pernikahan.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
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* Ibnu Qudamah, op. cit., h. 496-500.
* Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, Tamammul Minnah Sahih Figih Sunnah.,
terb.)Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 105.

® Kementerian Agama Republik Indonesia, loc. cit.
* Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Ensiklopedi Figh Wanita Jilid 2 (Bogor:
Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 235.
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OB Al adde Al L éjj:m:)aic\ica‘l\\‘;;bgi:);_}& o G
(e Gaia) " Lalla 53 nall Gl Y 5 e 530l Gl aat Y

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah SAW bersabda:
Janganlah seseorang menghimpun antara seorang wanita
dengan 'ammahnya atau khalah-nya” *'(Muttafaq ‘alaih)

Hadis ini menerangkan bahwa dalam permasalahan ini sama

halnya dengan mengumpulkan wanita dengan saudarinya seperti
yang telah disebutkan di atas.*®
3) Wanita yang bersuami atau wanita yang sedang dalam masa ‘iddah,

kecuali wanita tawanan atau isteri lelaki kafir yang masuk Islam

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 24:

Y F K CRL G V)l (e Euiladdll;
Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi)
perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya
249

perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki ...

Ayat ini menjelaskan keharaman untuk menikahi wanita

kategori ini berlaku hingga habis masa ‘iddahnya, baik ia ber iddah
karena suaminya meninggal dunia ataupun ‘ddah karena adanya
thalak raj'i ataupun thalak ba'in, baik ba’in sughra ataupun ba’in
kubra, dan tidak diperbolehkan menikahinya, kecuali setelah ia

selesai dari masa ‘iddahnya.50

P
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*" Ibnu Hajar Al-’Asqolani, Terjemah Bulughul Marom, terj. oleh Agung wahyu (Bogor:
ka Ulil Albab, 2007),, h. 112.

*8 Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, op. cit., h. 107.

* Kementerian Agama Republik Indonesia, loc. cit.

%0 Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, op. cit., h. 109.
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4) Isteri yang telah jatuh talak tiga tidak boleh dinikahi oleh bekas
suaminya
Allah berfirman dalam Q.S. al-Bagarah [2]: 230:

Y& A 35 G O T ) s T O Gl

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak
kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia
menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain
itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya
(suami pertama dan mantan isteri) untuk menikah kembali

jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah ...

Ayat ini menegaskan bahwa diharamkan atas laki-laki
tersebut untuk menikahinya dengan keharaman sementara, dan tidak
halal baginya untuk menikahi wanita tersebut sebelum wanita
tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah
dan akan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Kemudian apabila
suami kedua telah menceraikannya dan telah habis masa 'iddahnya,
maka suami pertama boleh menikahinya kembali, apabila keduanya
memang menghendaki untuk kembali bersama.’”

5) Menikahi wanita musyrikah
Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221:
YV Ak ik il | ASHY
Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik

hingga mereka beriman! ....”

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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*! Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 49.
52 Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, op. cit., h. 111.
>3 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 46.
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Ayat ini menegaskan keharaman bagi seorang muslim
menikahi wanita musyrik (selain ahli kitab) sebelum ia masuk
Islam.>*

6) Isteri lebih dari empat
Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 3:
YTl iy R LN G Tl G ASHE

(13

Artinya: “.... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

senangi: dua, tiga, atau empat ...

Ayat ini menjelaskan tentang keringanan yang diberikan
kepada kaum muslimin hanya terhenti pada empat isteri saja, dengan
demikian seorang muslim tidak boleh menghimpun lebih dari empat
isteri kecuali kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah
SAW.*

7) Wanita yang sedang ihram
Rasulullah bersabda:
V) ikl ade a0 e i U5 06 106 4 ) ) G (2 5
A 055 (B85 Y5 ¢ A s
Artinya: Dari ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang sedang ihram tidak

boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.”’ (HR. Muslim)

Hadis ini menurut mayoritas ulama menunjukkan bahwa

neny wisey jrreAg upjing jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

> Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, op. cit., h. 112.
*® Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 104.

% Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op. cit., h. 243 .

>’ Tbnu Hajar Al-’Asqolani, loc. cit.
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seseorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan
melakukan akad nikah. Jika pernikahan tetap dilakukan saat ihram,

maka hukumnya batal (tidak sah). %8

-3. Konsekuensi pernikahan terhadap kedudukan hukum anak

Dalam hukum Islam apabila suatu akad pernikahan memenuhi
rukun dan syarat, maka akad pernikahan tersebut sah dan memiliki
dampak serta pengaruh berupa hak-hak pernikahan meliputi kewajiban
memberi mahar, kewajiban menafkahi isteri, kewajiban isteri mengikuti
suami, hak saling mewarisi, nasab anak ke ayah dan mahram sebab
mushaharah.>®

Suatu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu dari rukun atau
syarat sah pernikahan dinyatakan sebagai nikah batil atau tidak sah
menurut jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafiyah nikah batil adalah
pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat
terlaksananya pernikahan, sedangkan pernikahan fasid (rusak) merupakan
pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat terlaksananya akad
tetapi tidak memenuhi salah satu syarat sahnya. Konsep ini berbeda
dengan pendapat jumhur ulama, yang tidak membedakan antara
pernikahan batil dan pernikahan fasid.** Menurut jumhur ulama kedua
bentuk pernikahan tersebut dianggap batal (tidak sah).

Akad pernikahan yang batal menurut jumhur ulama dianggap tidak

\O
nery wisey jiiedg uejng jo A}IsIaATU[) dDTWIR]S] 9}B}S

%8 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op. cit., h. 242.
% Wahbah Az-zuhalli, Fiqih Islam wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili Jilid 9, op. cit., h.

% 1bid.
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pernah terjadi dan tidak memiliki dampak hukum sebagaimana pernikahan
yang sah, meskipun telah terjadi hubungan suami isteri. Akibatnya nasab
anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dihubungkan
kepada ayah biologisnya. Selain itu perempuan yang ditinggalkan dalam
pernikahan yang batal tidak memiliki kewajiban untuk menjalani masa
‘iddah. Pernikahan semacam ini termasuk dalam kategori pernikahan yang
dilarang, seperti pernikahan dengan mahram, misalnya pernikahan dengan
saudari kandung atau anak perempuan serta pernikahan dengan wanita
yang masih berstatus isteri orang lain®.

Menurut ulama Hanafiyah akad pernikahan yang rusak masih
memiliki sebagian konsekuensi hukum sebagaimana pernikahan yang sah.
Pernikahan yang rusak tetap menimbulkan dampak hukum akibat adanya
hubungan suami isteri, sehingga nasab anak yang lahir dari pernikahan
tersebut tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Selain itu jika pasangan
tersebut dipisahkan, isteri tetap diwajibkan menjalani masa ‘iddah. Contoh
pernikahan yang tergolong rusak antara lain pernikahan tanpa saksi,
pernikahan sementara (mut'ah), menikahi saudari isteri, atau menikah
dengan wanita yang masih dalam masa ‘iddah®.

Dengan demikian konsekuensi hukum pernikahan sangat
bergantung pada keabsahan akad. Pernikahan yang sah menimbulkan hak
dan kewajiban hukum, sedangkan pernikahan yang tidak sah, baik yang

batal maupun yang rusak, hanya menimbulkan akibat hukum terbatas atau

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

% Ibid., 54.
%2 Ibid., 55.
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@)

I bahkan tidak diakui, tergantung pada pandangan masing-masing mazhab.

qe

B(_-;-Tinj auan Hukum Islam Tentang Asal Usul Nasab Anak
1. Pengertian nasab
Kata nasab dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
keturunan (keturunan ayah) dan bisa pula diartikan sebagai pertalian
keluarga.63 Kata nasab itu sendiri berasal dari bahasa arab yang akar
katanya 435 3 Uld - k- G berarti menisbatkan nasab (keturunan) atau

hubungan keluarga atau kerabat®. Dalam Ensiklopedi Indonesia nasab

nelry eysng Nin y!tw eyd

didefinisikan sebagai hubungan darah dalam sebuah keluarga mencakup
keturunan ke atas (seperti ayah, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya),
keturunan ke bawah (seperti anak, cucu, dan seterusnya), serta hubungan
ke samping (seperti saudara, paman, bibi, dan sebagainya).65 Hubungan
nasab dapat terjalin melalui ikatan darah serta melalui akad perkawinan
yang sah.®®

Menurut Quraish Shihab nasab itu dalam artian asalnya adalah
isytirak min jihah ahadil-abawain (53 31 i Ge i) yakni
persekutuan atau hubungan yang terkait antara seorang anak dengan salah
satu orang tuanya.67 Demikian juga Ar-Raghib Al-Ashfahani menyebutkan

dalam kitabnya Al Mufradat fi Gharibil Qur’an bahwa nasab berarti

% kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Ne@ional, 2008), h. 996.

* Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Yegyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1411.

® A11s19ATU) dTUIR]S] d)€)S
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= % Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h.
2358

=

W % Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di

Indonesia, Ipusnas (Jakarta: Amzah, 2019), h. 132.
%7 Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007),

=
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bersatunya hubungan kekeluargaan dari salah satu arah kedua orang
tua.®*Menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab merupakan salah satu asas dasar
dalam membentuk sebuah keluarga, suatu nasab memiliki hubungan yang
mengikat antara anggota keluarga melalui hubungan darah. Seorang anak
terhubung dengan ayahnya, dan ayah memiliki ikatan dengan anaknya 69
Dari pengertian di atas bahwa nasab itu bisa terjadi disebabkan
karena adanya kedekatan pada keluarga berdasarkan hubungan ataupun
ikatan darah sebagai akibat dari adanya akad perkawinan yang sah.
Sehingga melahirkan hubungan hukum di antara keluarga itu.
. Sebab terjadinya nasab

a. Masa kehamilan

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa batas minimal masa

kehamilan adalah enam bulan. Ketetapan ini didasarkan pada firman
Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Ahqaf [46]:15 dan Q.S.

Lugman [31]:14. Dalam Q.S. al-Ahqaf [46]:15 Allah SWT berfirman:

dxfucg dialas PP AP tASE I A5y umy\ Gas;

u\‘;\c‘)‘s\t_\_)d\ﬁmdm‘)\c_‘a‘gom‘c_h\d\~ \)@.mu).\hdmﬂj
@m\juaﬁuuad&\u\jaﬂ\,&}gcw\‘;mﬁm)m
\O&M\w@\}dﬂ\w@\@)agé

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya
dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah
(pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh
bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai
empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku,
berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang

Hay

nery wisey :g wﬁg ule}[ng Jo AJISIdATU() dIWIR[S] d}e}§

% Ar-Raghib Al-Ashfahani, Kamus Al-Qur’an (Al-Mufradat fi Gharibil Qur’an) Jilid 3,
oleh Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’ id, 2017), h. 609.

% Wahbah Az-zuhalli, Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, terj. Budi Permadi dan Abdul
yie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.
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telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang

tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah

kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya

aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-

orang muslim.” 70

Ayat ini menunjukkan bahwa total waktu kehamilan dan
penyusuan adalah tiga puluh bulan. Sementara itu masa menyusui
terpanjang adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan. Dengan

demikian jika masa menyusui tersebut dikurangkan dari keseluruhan

waktu yang disebutkan, maka tersisa enam bulan yang dipahami

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

sebagai batas minimal masa kehamilan.”

Selanjutnya pada Q.S. Lugman [31]:14:

O ol ey i Sl a4 Al ;;g\jgég,ujﬁ\ liilass
Ve Disadl I S 515 1 K8

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat

baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya

dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan

kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu)

kembali.” "

Dari ayat ini dipahami bahwa batas maksimal masa menyusui
yang berkaitan dengan ketentuan nafkah serta timbulnya hubungan
mahram akibat penyusuan adalah hingga anak mencapai usia dua tahun.
Penetapan batas waktu ini menjadi acuan dalam hukum Islam terkait
kemahraman yang lahir melalui hubungan pelrsusuan.73

Atas dasar dalil pertama seorang ibu memerlukan waktu tiga

"% Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 736.

"' Az-Zuhaili, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 13 Aqidah.Syariah.Manhaj (Fushshilat -
Juz 25 & 26, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 303.

"2 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 593.

® Wahbah az-Zuhaili, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 11 Agidah.Syariah.Manhaj (Al-
gbut - Yaasiin) Juz 21 & 22, (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 174.
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puluh bulan untuk mengandung dan menyapih anak. Sedangkan waktu
yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat
bulan, sehingga tiga puluh dikurang dua puluh empat sama dengan

enam, artinya batas masa minimal masa kehamilan itu enam bulan.”

. Hubungan yang menjadi sebab timbulnya nasab

Nasab merupakan anugerah dan karunia yang luar biasa dari
Allah bagi setiap hamba-Nya. Nasab merupakan hak fundamental yang
wajib diberikan orang tua kepada anaknya. Penetapan nasab tidak
terjadi secara otomatis, melainkan melalui mekanisme dan
pertimbangan tertentu yang dapat dibuktikan serta disahkan
berdasarkan ketentuan agama. Penetapan ini tidak semata-mata
bergantung pada metode ilmiah dan teknologi modern seperti tes darah
atau DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara seorang ayah
dan anaknya. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas mengenai
sebab-sebab ketetapan nasab menurut hukum Islam."

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama secara umum
sepakat bahwa hubungan nasab seseorang dengan ibunya terjadi
melalui proses kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan suami
istri, baik kehamilannya sebagai hasil dari pernikahan shahih/ sah
ataupun dari pernikahan yang rusak ataupun disebabkan oleh adanya

persetubuhan syubhat (baik itu karena tidak mengerti, salah atau tanpa
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™ nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Ipusnas (Jakarta: Amzah,
), h. 61.



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

nvrd visns NIn

o0

.l’ U
S

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

27

sengaja) ataupun kehamilan itu merupakan hasil dari perzinaham.76
Adapun nasab seorang anak terhadap ayah kandungnya hanya
dapat terbentuk melalui tiga jalur, yaitu melalui perkawinan yang sah,
melalui perkawinan yang fasid, termasuk nikah di bawah tangan, dan
melalui hubungan badan yang syubhat.
1) Pernikahan Sah
Para ahli fikih sependapat bahwa pernikahan yang sah
menjadi dasar penetapan nasab seorang anak. Oleh karena itu anak
yang lahir dari seorang istri dalam ikatan pernikahan yang sah secara
otomatis diakui sebagai anak dari suaminya, tanpa perlu adanya
permintaan atau pengakuan khusus dari pihak istri kepada suami
mengenai status anak tersebut.”’ Dengan demikian pengakuan
hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang laki-laki
sebagai ayahnya hanya dapat dibenarkan apabila anak tersebut
dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah antara laki-laki tersebut
dengan perempuan yang melahirkannya.
2) Perkawinan Fasid
Pernikahan fasid adalah bentuk pernikahan yang dianggap
tidak sah, baik karena dilakukan dengan sengaja maupun tanpa
disadari. Dalam kasus ketidaksengajaan, status tidak sahnya

pernikahan ini  umumnya baru terungkap setelah akad
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™ Jamil, “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah, Vol.
0. 1(2016), h. 127.



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

h

nvrd visns NIn

o0

.l’ U
S

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

28

dilangsungkan, bahkan terkadang setelah terjadi hubungan suami
istri.” Mayoritas ulama berpendapat bahwa hubungan suami istri
yang terjadi dalam pernikahan fasid tetap dapat menjadi dasar
penetapan nasab antara anak dan ayahnya asalkan syarat-syarat

tertentu terpenuhi79, dan batasan tertentu.

3) Hubungan Senggama Secara Syubhat

Senggama syubhat merupakan hubungan seksual yang terjadi
di luar konteks pernikahan yang sah maupun pernikahan fasid, serta
tidak termasuk dalam kategori perzinaan. Kejadian ini biasanya
disebabkan oleh kekeliruan, seperti salah persepsi atau informasi
yang tidak benar. Misal, dalam keadaan malam yang sangat gelap.
Seorang lelaki menyenggamai seorang wanita dirumahnya karena
mengira wanita itu adalah istrinya, ternyata bukan istrinya. % Dalam
konteks ini hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan pria
yang melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan
istrinya karena kesalahpahaman tetap dapat ditetapkan asalkan
persyaratan tertentu dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
hukum Islam terdapat tiga bentuk hubungan yang menjadi sebab

penetapan nasab, yaitu pernikahan yang sah (nikah shahih),

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

"8 Moh. Dliya’ul Chag, “Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan
Teknologi dalam Penetapan Nasab,” Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 6
Nq, (2018), h. 65.

™ Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Op.Cit., h. 73.

8 Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya,” Shar-E: Jurnal Kajian
Ekg.qoml Hukum Syariah, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 10.
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hubungan wathi syubhat, dan pernikahan fasid. Namun penulis lebih
cenderung kepada pandangan jumhur ulama yang hanya mengakui
pernikahan yang sah dan wathi syubhat sebagai dasar penetapan
nasab. Adapun pernikahan fasid meskipun sebagian ulama
Hanafiyah membedakannya dari pernikahan batil dan tetap
memberikan akibat hukum berupa nasab, hanya saja jumhur ulama
menganggap kedua hal tersebut sama-sama tidak memiliki
konsekuensi apapun termasuk nasab anak kepada ayah biologisnya
sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya
Metode penentuan nasab
Ulama dari berbagai mazhab telah menguraikan secara rinci
beberapa metode dalam penetapan nasab. Secara umum terdapat empat
cara utama yang digunakan untuk menetapkan hubungan nasab seorang
anak dengan orang tuanya, khususnya dengan ayah biologisnya, yaitu
melalui al-firasy, melalui al-igrar, melalui al-bayyinah, dan melalui cara
qivafah, namun yang telah disepakati hanya 3 pertamagl. Berikut ini
uraiannya:
a. Al-Firasy (Ranjang)
Ranjang yang dimaksudkan adalah isteri yang disetubuhi. Para
ulama fikih sepakat bahwa pernikahan yang sah menjadi dasar dalam

penetapan nasab keturunan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:
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(300 (ol Cana (e e GBita) " JAAN alall; (g4l
Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW, “Anak itu

milik tempat tidur (suami), sedangkan orang yang berzina
mendapatkan kerugian (tidak ada hak anak baginya).

(Muttafaq ‘Alaihi)

Dari hadis ini dipahami bahwa seorang anak hanya bisa
dinisbatkan kepada ayahnya jika telah ada pernikahan yang sah antara
kedua orang tuanya (al-firasy). Namun pernikahan tersebut hanya bisa
dijadikan dasar penetapan nasab jika ada kemungkinan suami telah
menggauli istrinya dalam ikatan nikah yang sah.®®

Dalam praktiknya hubungan nasab dapat ditetapkan meskipun
pernikahan tersebut berupa pernikahan ‘urfi, yaitu akad nikah yang
dilakukan tanpa didukung oleh dokumen resmi dari lembaga
berwenang.84 Adapun syaratnya sebagai berikut:

1) Adanya akad pernikahan yang sah

2) Terwujudnya ranjang, maksudnya benar telah terjadi hubungan
suami istri (jima’) secara nyata, maka apabila seorang laki-laki telah
melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan dan belum
menggaulinya, lalu wanita tersebut melahirkan, maka anak tersebut

bukan anak laki-laki tersebut karena persetubuhan (jima’) belum

terjadi.
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82 Ibnu Hajar Al-’Asqolani, Terjemah Bulughul Marom, terj. oleh Agung wahyu (Bogor:
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8 Abu Abdullah bin Abd al-Salam ’Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram
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3) Hendaknya wanita tersebut melahirkan kandungannya tidak kurang
dari enam bulan semenjak terjadinya persetubuhan, adapun jika
melahirkan kurang dari enam bulan maka anak yang dilahirkan tidak
dinasabkan pada suaminya, sebagaimana yang disebutkan dalam
Q.S. al-Ahgaf:15 dan Q.S. Lugman:14.

4) Suami tersebut termasuk orang yang memungkinkan mempunyai
anak atau tidak mandul.®

Dalam menentukan apakah seorang anak yang lahir setelah
perceraian dapat dinisbatkan kepada mantan suaminya atau tidak, para
ulama memberikan beberapa kemungkinan:

1) Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum mereka melakukan
hubungan suami istri, lalu istri tersebut melahirkan anak dalam
waktu kurang dari enam bulan sejak perceraian, maka menurut
kesepakatan para ulama fikih, anak tersebut tetap dianggap sebagai
anak dari suami tersebut. Namun jika anak itu lahir lebih dari enam
bulan setelah perceraian dan suami tidak pernah menyetubuhinya
sebelum cerai, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan
nasabnya kepada mantan suami.

2) Jika perceraian terjadi setelah suami melakukan hubungan badan
dengan istrinya, baik melalui talak raj %, talak ba’in, maupun karena
sang suami meninggal dunia, maka terdapat dua kemungkinan:

a) Bila anak lahir sebelum lewat masa maksimal kehamilan sejak

neny wisey juedg uejng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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perceraian atau wafatnya suami, maka nasab anak tersebut tetap
dikaitkan dengan suaminya. Para ulama berbeda pendapat
mengenai batas maksimal usia kehamilan: menurut mazhab
Hanafi dan Maliki, masa paling lama adalah dua tahun,
sedangkan menurut sebagian riwayat dalam mazhab Syafi‘i dan
Hanbali, batas maksimalnya adalah empat tahun.

b) Jika anak lahir melewati waktu maksimal kehamilan tersebut,
maka menurut jJumhur ulama anak tersebut tidak bisa dinasabkan

kepada suami wanita tersebut.®®

b. Igrar (pengakuan)

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari seorang ayah
kepada anaknya, atau pengakuan seorang anak kepada ayahnya, contoh
seperti ucapan “ini anak saya”, “ini ayah saya” atau “ini ibu saya’.
Pengakuan-pengakuan yang demikian tetap dihukumi sah meskipun
dari seorang lelaki yang sudah berada pada fase sakaratul maut.”’
Namun pengakuan seorang pria terhadap anak dapat dianggap sah, dan
nasab anak tersebut dapat ditetapkan kepadanya jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1) Orang yang mengaku adalah seorang mukallaf.

2) Pengakuan terhadap seorang anak hanya dianggap sah apabila asal

usul nasab anak tersebut belum diketahui, apabila nasabnya telah
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8 Nurul Irfan, op. cit., h. 65-66.

8 Rizki Kurniawan dan Habibi Al-Amin, “Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyyah Dalam
Peffentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan,” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12 No. 2
(2623), h. 80.
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diketahui dengan jelas maka pengakuan tersebut tidak sah.

3) Pengakuan yang logis, yakni seseorang yang mengaku ayah dari
anak tersebut haruslah secara kebiasaan usianya terpaut cukup jauh
dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

4) Orang yang mengaku haruslah menegaskan bahwa anak tersebut
bukanlah anak hasil perzinahan, karena tidak bisa ditetapkan nasab
melalui jalur perzinahan.88

Lalu apabila syarat-syarat di atas benar-benar terpenuhi, maka
pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut
berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan
dari ayahnya tersebut. Ketika ayah telah mengakui anak tersebut
sebagai anaknya maka tidak boleh mencabut lagi pengakuannya karena
tidak bisa dibatalkan. Artinya dalam menyampaikan pengakuan terkait
hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang menikahi ibunya tidak
boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main dan
sebagai sebuah kepastian, bahkan sebagai salah satu dari lima tujuan
mendasar disyari’atkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga

agama, jiwa, akal, dan keturunan atau nasab®®

C. Al-Bayyinah (pembuktian)

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah dalil yang tidak
hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar namun juga bagi

orang lain. Adapun pengakuan sebagaimana telah diketahui hanyalah
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8 Nurul Irfan, op. cit., h. 99.
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dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan
pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena
pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk
menentukan dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan
igrar bisa jadi kurang kuat karena masih bisa dibatalkan dengan adanya
pembuktian yang bertentangan dengan iqrar tersebut™.

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah
kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang
perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi,
menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki,
sedangkan menurut Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf harus

dengan kesaksian seluruh ahli waris.*

4. Status anak zina

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab
timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehingga anak
zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara
biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka
bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu
merupakan tindakan pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak
mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik

rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan,92 selain itu alasan

nery wisey ;gwgs ul}ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] d)e}§

% Syukria Hannum, “Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam

njau Dari Maqoshid Syariah),” Jurnal Relasi Publik, Vol. 1 No .4 (2023), h. 186.

% Ibid.
%2 Nurul Irfan, op. cit., h. 88-89.
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kuatnya adalah sabda Nabi SAW:
o w06 Aog ade i A 0 e il L) i5i0h 08
(3 o Cuan e adle Giia) "Hal) alally 4l

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW, “Anak itu milik

tempat tidur (suami), sedangkan orang yang berzina mendapatkan

kerugian (tidak ada hak anak baginya). ”* (Muttafaq ‘Alaihi)

Hadis ini menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan
seorang perempuan, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak
bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki tersebut, meskipun setelahnya
mereka menikah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun sebagian
ulama lain seperti Ishaq bin Rahawaih dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
berpendapat bahwa jika seorang laki-laki mengakui anak yang lahir dari
hasil zinanya dan tidak ada pihak lain yang mengklaim sebagai ayahnya
maka nasab anak tersebut boleh dihubungkan kepadanya. Meskipun begitu
hubungan tersebut hanya berlaku dalam aspek nasab, bukan dalam hal
warisan.**

Mereka menafsirkan hadis: “Anak adalah milik pemilik ranjang,
sedangkan bagi pezina hanya mendapatkan batu. Maknanya jika tidak ada
sengketa, anak bisa dianggap berasal dari pihak laki-laki yang berzina,
tetapi hanya untuk menunjukkan keharaman menikahi perempuan tersebut

(karena anak itu adalah mahramnya). Namun hal ini tidak menjadikan

anak tersebut sebagai ahli waris, tidak menimbulkan kewajiban nafkah,

P

gluejng jo AJIsIaATU) dIUIR[S] d)€}S

2

nery wisey ji

% Ibnu Hajar Al-’Asqolani, Terjemah Bulughul Marom, terj. oleh Agung wahyu (Bogor:

aka Ulil Albab, 2007), h. 173.

* Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, op. cit., h. 403.
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@)

g perwalian, atau hak-hak lainnya.95

e
Co Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam menghindari
:duplikasi serta memperkaya analisis terhadap penetapan asal usul anak.
Sejumlah penelitian telah membahas isu serupa, namun dengan cakupan dan
pendekatan yang berbeda.

Pertama, Dewi Arista Haniifah (2022) dalam skripsinya yang berjudul

eysng Nin Yilw eyd

-0 “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:

el

< 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak” memfokuskan
kajian pada alasan hakim menetapkan anak dari pernikahan tidak sah sebagai
anak sah dan akibat hukumnya. Skripsi tersebut menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan analitis. Temuan utamanya adalah bahwa hakim
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan perlindungan nasab.%
Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal
objek dan isu hukum, yakni mengenai asal-usul anak dari pernikahan tidak

sah. Akan tetapi penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada analisis

TUrefsy aje}s

kesesuaian amar putusan dengan prinsip nasab dalam hukum Islam.

Kedua, Muhammad lkram Ramadhan (2024) dalam skripsinya yang

I9ATIU[N D

berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas
IB Tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah”

memfokuskan kajian pada status hukum anak luar kawin pasca Putusan

% Ibid., h. 403-404.
% Dewi Arista Haniifah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:

Ag ueing jo Ajrs

69fPdt.P/2020/Pa.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak” (Skripsi, Program Studi Hukum
KeRiarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).
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©
I Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta analisis terhadap

qe

o penerapan putusan tersebut di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan.
:Temuan utamanya menunjukkan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan
tetap tidak memiliki hubungan nasab dan hak waris dengan ayah biologis,
namun dapat memperoleh hak perdata terbatas seperti nafkah dan
7

perlindungan.9

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal

nery exsng Nin 1w eyd

fokus terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan sah serta penerapan
prinsip perlindungan anak. Akan tetapi perbedaannya terletak pada titik tekan
analisis; penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian penetapan asal
usul anak dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan prinsip nasab
menurut hukum Islam.

Ketiga, Laily Riza Latul (2024) dalam skripsinya yang berjudul
“Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan
Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)”
memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim serta dampak penetapan
asal usul anak ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Skripsi ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum
normatif dan jenis penelitian kepustakaan. Temuan utamanya menunjukkan

bahwa penetapan asal usul anak oleh hakim didasarkan pada terpenuhinya

S ule}[ng Jo AJISIdATU() dIWR[S] d)e}§

% Muhammad ITkram Ramadhan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Tamjung Kelas 1B Tentang Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah (Studi Putusan No.
178/Pdt.p/2022/PA Ujung Tanjung 1B)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan
Sya#if Kasim, Riau, 2024).
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@)

T rukun nikah menurut hukum Islam dan pentingnya perlindungan masa depan

anak yang sejalan dengan prinsip Aifdz nas! dalam maqasid syariah.98

10 ).

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena
-sama-sama membahas penetapan asal usul anak serta mengangkat prinsip-

prinsip syariah. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang

NIn!lw eyd

mdigunakan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif

n

iterhadap kesesuaian amar putusan dengan hukum Islam, bukan pada
©
-opendekatan maqasid syariah.

g Keempat, Sylvina Andini (2024), dalam skripsinya yang berjudul
“Analisis Penetapan Status  Anak Pada  Putusan =~ Nomor
41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru  Menurut Hukum Positif” memfokuskan
kajiannya pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal
usul anak dari pernikahan siri yang belum diisbatkan sebelum permohonan
diajukan. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan utamanya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan

keabsahan perkawinan secara agama dan memandang pencatatan pernikahan

[} dTurejsjy ajejlg

sebagai aspek administratif semata, sehingga penetapan asal usul anak tetap

dapat dikabulkan.*

ISIJAIU

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal

% Riza Latul Laily, “Analisis Magqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang

Petinohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)” (Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024).

upIns jo 43

< % Sylvina Andini, “Analisis Penetapan Status Anak Pada Putusan Nomor

41ﬁ5dt.P/2023/PA.Pekanbaru Menurut Hukum Positif” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga,
UIN;Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024).
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@)

Tobjek perkara serta fokus terhadap penetapan asal usul anak. Namun

10 ).

-perbedaanmya terletak pada ruang lingkup analisis, penelitian ini tidak hanya
meninjau amar putusan dari perspektif hukum positif melainkan juga
:mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya terkait prinsip
nasab dan keabsahan pernikahan menurut syariat.

Kelima, Muti Ulu Sangadah (2024) dalam skripsinya yang berjudul

<

‘Analisis Penetapan Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Perspektif

eysng Nin Yilw ejd

Y
&
2

Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor

el

< 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)” memfokuskan kajian pada pertimbangan majelis
hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak biologis serta
implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini
menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif,
pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Temuan utamanya
menunjukkan bahwa penetapan dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat
keabsahan pernikahan siri, sehingga meskipun anak memperoleh pengakuan
dari ayah biologis, hubungan nasab dan hak perwalian tidak secara otomatis
diakui oleh hukum.**

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal

perhatian terhadap penetapan asal usul anak dan perlindungan hak-haknya.

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

Namun perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan analisis, penelitian

ini lebih menitikberatkan pada telaah normatif terhadap status anak dalam

S uej[ng jo A3

% Muti Ulu Sangadah, “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Kegentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
28ﬁ5dt.P/2023/PA.Ba)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K. H.
Saifgddin Zuhri, Purwokerto, 2024).
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©
gperspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan yang tidak sah

e
o menurut syariat, serta mempertimbangkan adanya pertentangan antara prinsip

d

o keabsahan pernikahan dan asas perlindungan terhadap anak.

Keenam, Karina Muadibatul Istiqomah (2024), dalam skripsinya yang
berjudul “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)” memfokuskan kajiannya pada

dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak hasil

d BISNS NIN AT

perkawinan siri sebagai anak biologis para pemohon. Penelitian ini

nei

menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif
dan bersifat deskriptif-analitik, serta teknik pengumpulan data melalui
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim
mendasarkan pertimbangannya pada berbagai regulasi, seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri
Agama, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memperhatikan
g'-)prinsip maslahah mursalah. Putusan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

-

o
;perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan memberikan kejelasan asal-

|

101
= usul secara hukum.

T

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal
objek perkara, yaitu penetapan asal-usul anak, serta fokus terhadap dasar
pertimbangan hukum oleh hakim. Namun perbedaan terletak pada pendekatan
analisis yang digunakan, skripsi Karina lebih menitikberatkan pada aspek

hukum positif dan prinsip kemaslahatan, sedangkan penelitian ini mengkaji

Ag|uejng jo AjrsidArun d

101 Karina Muadibatul Istiqgomah, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi

Teﬁ}ladap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga
Islash, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024).
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amar penetapan dalam perspektif hukum Islam.

Ketujuh, Lukmanul Hakim (2024) dalam skripsinya yang berjudul

dioyeH @

o “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang Telah Bercerai di Luar
=]
—Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan
=

—Nomor  0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl)”  memfokuskan  kajiannya  pada

U)pertimbangan hakim dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak

c
gdengan latar belakang poliandri sirri, di mana pemohon II telah bercerai

©
usecara agama meskipun belum bercerai secara negara. Penelitian ini

gmenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.
Temuan utama menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan
tersebut memenuhi rukun dan syarat, sehingga anak yang lahir berhak atas
nasab, nafkah, wali, hadhonah, dan waris dari ayahnya. Namun, menurut
hukum positif Indonesia, permohonan penetapan asal usul anak ditolak
karena pemohon II masih terikat secara negara dengan perkawinan
sebelumnya, sehingga perkawinan baru dianggap tidak sah dan hubungan
anak hanya bersifat perdata, seperti hak natkah dan pendidikan, tanpa hak
.nasab, waris, dan perwalian.102

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena

sama-sama membahas penetapan asal usul anak dalam perkara yang berkaitan

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

dengan pernikahan tidak sah serta menyoroti perlindungan hak anak yang
lahir dari hubungan tersebut. Namun perbedaannya terletak pada fokus

analisis, skripsi tersebut mengkaji aspek hukum Islam dan hukum positif,

Agluejng jo A3

192 1 ukmanul Hakim, “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di

Luflr Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, Program Studi Hukum
KeRiarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).
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@)

T sedangkan penelitian ini menekankan analisis kesesuaian amar putusan

10 ).

-dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih mendalam.

Kedelapan, Krisna Wibowo (2023) dalam skripsinya yang berjudul
:“Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Sah di Pengadilan
Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)”

menyoroti pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam mengabulkan

NS NIN!Iw ejd

ipermohonan penetapan asal usul anak dari pasangan yang melakukan

=

operkawinan tidak sah, dikarenakan suami masih terikat perkawinan dengan

©
€ perempuan lain serta wali nikah yang tidak memenuhi syarat. Penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif.
Temuan utama menunjukkan bahwa hakim menetapkan anak tersebut sebagai
anak biologis dengan hubungan keperdataan terbatas terhadap ayahnya,
seperti hak atas nafkah dan wasiat wajibah, namun tanpa menetapkan
hubungan nasab secara penuh.103

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek
perkara dan fokus pada anak yang lahir dari hubungan perkawinan tidak sah
menurut hukum Islam. Akan tetapi perbedaannya terletak pada ruang lingkup
analisis, skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada akibat hukum perdata
yang timbul, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum
perdata, tetapi juga mengkaji amar putusan dari perspektif hukum Islam,

khususnya terkait keabsahan pernikahan dan prinsip nasab yang sah menurut

syariat.

Agluej[ng jo A3r1s1dATU) dTUIR]S] d)¥}S

193 Krisna Wibowo, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di

Peffgadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)” (Skripsi,
Fakiiltas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023).
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Kesembilan, Acmad Ishom Jauhari (2023) dalam skripsinya yang
-berjudul “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif
Hukum  Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)”
:memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim dan perspektif hukum

positif terhadap penetapan asal usul anak dari hasil pernikahan siri. Skripsi ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi

NS NINIlw ejdio ey @

ipustaka. Temuan utamanya menunjukkan bahwa hakim dalam putusan

=

-otersebut mempertimbangkan definisi anak sah menurut hukum yang berlaku
gsebelum mengakui status anak. Selain itu hakim juga menilai keabsahan
perkawinan siri para pemohon berdasarkan status perkawinan yang fasid.
Meskipun mempertimbangkan ketentuan hukum seperti Pasal 55 ayat (2) UU
Perkawinan, Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 2 UU
Perlindungan Anak, keputusan hakim tetap mencerminkan keadilan dan
kemanfaatan, khususnya dalam memberikan kejelasan status hukum bagi
anak yang lahir dari perkawinan siri. "

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus
.obj ek perkara, yaitu penetapan asal usul anak. Namun perbedaannya terletak
pada cakupan analisis; skripsi tersebut menganalisis dari perspektif hukum
positif, sedangkan penelitian ini fokus analisisnya dalam perspektif hukum
Islam.

Kesepuluh, Farakhatul Fadhila (2023) dalam skripsinya yang berjudul

“Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan

Agluej[ng jo A3r1s1dATU) dTUIR]S] d)¥}S

104 Acmad Ishom Jauhari, “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri

PeBpektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)” (Skripsi, Program
Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).
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©
T Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan

10 ).

-Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”
meneliti perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari dua
-penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta
memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan

konseptual yang dianalisis menggunakan penalaran hukum induktif. Temuan

Y e)ysng NIn!|lw eyd

penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara memiliki kesamaan dalam

nei

duduk perkara, namun berbeda dalam pertimbangan hakim. Pengadilan
Agama Jakarta Selatan menunjukkan sikap progresif dengan mengabulkan
permohonan penetapan asal usul anak, sehingga anak memperoleh akta
kelahiran dan ayah memiliki kewajiban hukum yang terbatas namun
signifikan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Banjarmasin menolak permohonan
sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan
keluarganya tanpa memperoleh akta kelahiran.'%

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek
.perkara dan fokus kajian, namun berbeda karena penelitian ini juga meninjau
putusan dari perspektif hukum Islam secara lebih mendalam, khususnya
terkait prinsip nasab dan keabsahan perkawinan menurut syariat.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu belum

ditemukan kajian yang secara khusus membahas analisis penetapan asal usul

S ule}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] 3)e}§

1% Farakhatul Fadhila, “Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Penttapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan
Pe&'gadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)” (Skripsi, Program Studi Hukum
KeRiarga Islam, UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023).
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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g BAB III

S

g. METODE PENELITIAN
fob)

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni penelitian
yang berfokus mengkaji tentang kaidah dan norma hukum guna menjawab
permasalahan hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan (data

sekunder).'® Pendekatan ini untuk meninjau ketentuan-ketentuan hukum dan

d BISNS NIN AT

-perangkat hukum yang di teliti secara normatif mengenai putusan hakim

nei

Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan penetapan asal usul anak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach),
mengingat bahwa penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma
serta kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara meneliti dan
menganalisis semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum

yang sedang diteliti.*"’

Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisis
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak.
Selanjutnya pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara

menganalisis kasus yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan

dan memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

N
~J

nery wisey jrg
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196 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

oo

97 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 82.
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T Pendekatan ini fokus pada kajian pertimbangan (ratio decidendi atau

reasoning) hakim dalam mengambil keputusan. 1% Dalam hal ini penulis

10 ).

menelaah  penetapan  Pengadilan  Agama  Pekanbaru =~ Nomor:

1w eyd

-1/Pdt.P/2024/PA.Pbr mengenai permohonan penetapan asal usul anak dan
menggunakan pertimbangan hukum (ratio decidendi atau reasoning) yang

diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai objek kajian.

SNS NIN A

® Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan, penelitian ini

neiy ey

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini meliputi:
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat bagi semua
pihak yang berkepentingan, dan mencakup peraturan perundang-
undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi
negalra.lo9 Adapun bahan hukum primer untuk menjawab rumusan dan
memenuhi tujuan pada penelitian ini yakni Salinan Penetapan Perkara
Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari buku, literatur yang

relevan dengan figh munakahat, atau pendapat para ahli (termasuk hakim)

S}
(=}

nery wisey jug
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108 Sigit Sapto Nugroho, dkk, Metodologi Riset Hukum (Jawa Tengah: Oase Pustaka,
), h. 101-102.
199 Muhaimin, op. cit., h. 64.
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©

g atau data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.110

e

o 3. Bahan hukum tersier

=

o Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber penunjang yang
=]

— memberikan klarifikasi atau arahan terhadap bahan hukum primer dan
=

— sekunder. Sumber ini mencakup antara lain kamus serta ensiklopedia yang
— . . Y N

o relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

=

& Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

nery ey

Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan
dengan mengumpulkan, menelusuri, dan menganalisis berbagai dokumen
serta literatur yang relevan guna memperoleh informasi yang berkaitan
dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor
1/Pdt.P/2024/PA Pbr.**? Dalam pelaksanaannya penulis secara langsung

mengakses putusan terkait penetapan asal usul anak melalui situs resmi

= Mahkamah Agung di https:/putusan3.mahkamahagung.go.id serta melalui

dje

= Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru di

https://sipp.pa-pekanbaru.go.id. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada

bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta
bahan hukum sekunder yang mencakup penjelasan terhadap bahan hukum
primer. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengutip dan merujuk pada
buku, literatur, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan topik

penelitian ini.

" Ibid., 61-62.
" 1bid., h. 62.
12 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 140.
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©
E-L Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data dengan metode yang telah disebutkan di
atas, selanjutnya data tersebut diolah secara deduktif melalui langkah-langkah
; sebagai berikut™:

1. Editing yaitu penulis melakukan pemeriksaan wulang terhadap
kelengkapan bahan hukum yang diperoleh, memastikan kejelasan materi

yang dikumpulkan, serta menyusun bahan hukum yang ditemukan ke

dalam kalimat yang lebih sederhana agar mudah dipahami.

nery exsng Nin ! iw ejdio ye

N

. Sistematis yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang
diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kategori bahan
hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara terstruktur dan logis,
dengan memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antar bahan
hukum satu dengan yang lainnya.

3. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan

bahan hukum yang diperoleh lalu menganalisisnya sesuai dengan

rumusan masalah yang diteliti.

Ag uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

13 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jawa Timur: Qiara Media,

20Z1), h. 123.
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= KESIMPULAN DAN SARAN
o

A._ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2024/PA .Pbr, dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan

permohonan asal usul anak lebih menitikberatkan pada asas perlindungan

d BIsSng NIN A

-anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam

nei

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan ini telah sejalan dengan
hukum positif dalam rangka pemenuhan hak anak. Namun amar putusan tidak
menjelaskan secara tegas status hukum anak tersebut sehingga menimbulkan
ketidakjelasan apakah anak dimaksud adalah anak sah secara nasab atau
hanya memiliki hubungan perdata. Hal ini berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam penetapan tersebut

bertentangan dengan prinsip nasab. Nasab kepada ayah hanya dapat

dTUIR]S] 3}€}S

-ditetapkan apabila pernikahan orang tua sah menurut syariat. Dalam perkara

)

ini pernikahan para pemohon dilakukan saat keduanya masih terikat

ISI9A

pernikahan sah dengan pasangan masing-masing sehingga pernikahan
tersebut batal (tidak sah) menurut hukum Islam dan tidak dapat dijadikan
dasar penetapan nasab. Seharusnya penetapan dibatasi pada pengakuan
hubungan biologis dan perdata semata tanpa menimbulkan implikasi hukum

terhadap nasab, waris, dan perwalian.

73
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B Saran

1d12 ye

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat berapa rekomendasi saran

o dan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam

nNely ejlsns NIN X
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1.

no

—pengambilan keputusan di masa mendatang:

Hakim sebaiknya tidak hanya berpedoman pada asas kepentingan terbaik
bagi anak saja tetapi juga mempertimbangkan keabsahan pernikahan
dalam hukum Islam yang menjadi penentu kedudukan hukum anak
Hakim sebaiknya menggunakan perumusan amar yang lebih tegas dan
spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir

Diperlukannya standarisasi dalam penanganan perkara asal usul anak
agar tidak terjadi inkonsistensi antara satu putusan dan putusan lain
dalam kasus serupa

Diperlukannya pelatihan khusus dalam memahami hukum Islam
mengenai nasab anak sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak

hanya adil bagi anak tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum Islam
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..u. ,.I 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
=H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
tek

pelsksanaan fungsi psradilan. Namun dalsm hal-hai tertentu torjac

Dalam hal Anda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:
PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Medan 02 Maret 1997, umur 26 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON |II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 18 Juni 1988, umur 35
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi di
muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dengan surat
permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor
01/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal
15 April 2021 di Wilayah Kecamatan Balam — Bagan Batu — Kota Pinang
dengan wali hakim karena yang bernama WALI HAKIM dihadiri 2 orang saksi
nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa

Him 1 dari 10 him Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

informas! yang situs inf

Email : kepaniteraan@mahkamahagung go.id  Telp : 021-384 3348 (6xt.318)

dengan skurasi dan keferkinian informasi yang kami sjikan, hal mana akan tenus kami perbaiki dari wiaktu kewsktu.
yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 1
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publk, transparansi dan akuntabiltas
ok dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

pelsksanaan fungsi psradilan. Namun dalsm hal-hai tertentu torjac
informas! yang situs ini

Dalam hal Anda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang mukena namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara

resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balam — Bagan Batu — Kota

Pinang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon masing — masing

berstatus Menikah;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama

ANAK, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023;

4, Bahwa kemudian Para Pemohon masing — masing telah bercerai

berdasarkan Akte Cerai milik Pemohon | dengan Nomor - tertanggal 30

Agustus 2022 dan Akte Cerai milik Pemohon Il dengan Nomor - tertanggal 16

Mei 2023 kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 11

Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan wali nikah yaitu wali

hakim yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah

masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. serta mas
kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta telah
dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor - tertanggal 11 Desember

2023;

5. Bahwa pada saat Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak,

mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang

menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon,
oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul

Anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan

mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Him 2 dari 10 him Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Email : kepaniteraan@mahkamahagung go.id  Telp : 021-384 3348 (6xt.318)

Halaman 2
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, Laki-laki yang lahir di
Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023 adalah anak sah dari perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11
Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor -
tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara ini, Pemohon | dan Pemohon Il telah hadir sendiri
menghadap kemuka persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan
penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon I, yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II, yakni Pemohon | dan Pemohon Il mohon
penetapan asal usul anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir tanggal 03
Januari 2023, di Pekanbaru;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - tanggal 18 Maret 2020,
a.n.PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 24 Agustus 2023, a.n. PEMOHON
1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2);
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

inakurasi informas! yang te situs ini

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471031910150002, tanggal 03 Juni 2016,
atas nama PEMOHON 2, vyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3);

. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor -, tanggal 03 Januari 2023, atas

nama ANAK, yang dikeluarkan oleh RS Awal Bros Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.4);

. Fotokopi Akta Cerai Nomor - an. PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Medan tanggal 30 Agustus 2022, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.5);

. Fotokopi Akta Cerai Nomor - an. PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Mei 2023, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.6);

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON 2 dan

PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail,
Kota Pekanbaru tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena

saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon | dan Pemohon |l adalah

pasangan suami isteri;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara secara sirri
sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 April 2021, namun
pernikan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;

- Bahwa setelah menikah secera sirri Pemohon | dan Pemohon I
tinggal bersama di Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagai suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki
yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023, anak tersebut
saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak ada satu
orangpun yang mengganggu gugat tentang status anak Pemohon |
dan Pemohon lI;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan Asal Usul Anak adalah untuk sahnya secara hukum
bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari Pemohon | dan
Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksi adalah Ponaan Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon | dan Pemohon |l adalah
pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara secara sirri
sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 April 2021, namun
pernikan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;

- Bahwa setelah menikah secera sirri Pemohon | dan Pemohon I
tinggal bersama di Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagai suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki
yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023, anak tersebut
saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon | dan Pemohon II;
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

inakurasi informas! yang te situs ini

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak ada satu
orangpun yang mengganggu gugat tentang status anak Pemohon |
dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan Asal Usul Anak adalah untuk sahnya secara hukum
bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak akan mengajukan
bukti apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan, d
an mohon penetapan dari pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis
Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut), maka
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan
Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon | dan Pemohon Il telah hadir di
persidangan,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang
diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui
orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis
Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan secara
sirri pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Wilayah Kecamatan Balam Bagan
Batu Kota Pinang dengan wali nikah wali hakim yang bernama Khoiruddin bin
Abdullah dihadiri 2 orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI
NIKAH 2 serta mas kawin berupa sepasang mukena, dan setelah menikah
secara sirri tersebut Pemohon | dan Pemohon |l telah bergaul sebagai suami
istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir di
Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2023 dan terhadap anak tersebut mohon
agar ditetapkan sebagai anak dari Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon | dan Pemohon ||
memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.7, serta dua
orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.7, bukti surat tersebut
semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen sehingga
secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Matera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta
otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama
Pemohon | dan Pemohon I, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil
sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki
nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan
bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon | berada di wilayah (di
Yuridiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas

nama ANAK) adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil,
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana
dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut dapat
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | (PEMOHON 1) pada tanggal 03 Januari
2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 adalah akta otentik telah
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka
berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il telah bercerai secara resmi dengan pasangan
sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik telah memenuhi syarat
formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.7
tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah secara resmi pada saat ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan
telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911
KUHPerdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309
R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa
dari perkawinan sirri yang dilangsungkan Pemohon | dan Pemohon Il
sebelumnya pada tanggal 15 April 2021 telah melahirkan seorang anak laki-laki
bernama ANAK lahir pada tanggal 03 Januari 2023 di Pekanbaru yang saat ini
diasuh oleh Pemohon | dan Pemohon Il sebagai ibu dan bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menyatakan bahwa sampai saat ini
tidak ada satu orangpun yang mengganggu gugat tentang status anak
Pemohon | dan Pemohon Il yang bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon | dan Pemohon
Il, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il maka dapat disimpulkan bahwa dari pernikahan sirri Pemohon |
dan Pemohon |l yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2021 telah lahir
seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 03 Januari 2023 di
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Disclaimer

Kepaniteraan Matkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

palaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hal-hai tertentu inkan terjadi dengan akurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakty kewaktu,

Dalarn hal And:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, karena itu perlu ditetapkan asal usul anak yang amar disebutkan
dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di
atas telah ditemukan fakta bahwa anak yang bernama ANAK (laki-laki) lahir
pada tanggal 03 Januari 2023 di Pekanbaru adalah anak Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan ini dikeluarkan adalah demi kepentingan
terbaik untuk anak sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah
hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi
anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon I;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 03
Januari 2023, adalah anak dari Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon
1| (PEMOHON 1I);
3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Lazuarman, M.Ag., sebagai
Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H., dan Drs. M. Nasir, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misbar, S.Ag.
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera,
Misbar, S.Ag.
Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp0,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai . Rp10.000,00
JUMLAH : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).
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